
 
 
 
 
 
 
 
 

RANCANGAN 
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 

DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR      TAHUN 2024 

TENTANG 
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG 

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2019 
TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH UNTUK 

BANTUAN SOSIAL 
     

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN 
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
Menimbang : a.  bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden 

Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan 
Pangan Pemerintah, untuk penyelenggaraan cadangan 
pangan pemerintah dilaksanakan oleh lembaga pemerintah 
yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; 

b. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah 
untuk Bantuan Sosial sudah tidak sesuai dengan kebijakan 
dan perkembangan hukum, sehingga perlu dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan tentang Pencabutan Peraturan Menteri 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial; 
 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4916); 

  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang 
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 60); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206); 

  6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 441); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG 

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG 
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG 
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 5 
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN BERAS 
PEMERINTAH UNTUK BANTUAN SOSIAL. 

 
Pasal 1 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1202), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 2 

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  
 
MENTERI KOORDINATOR      
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA, 
           
 
 

MUHADJIR EFFENDY 
  
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal  
 
PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
                
 
ASEP N. MULYANA 
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


